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Database FE/FS  
Berbasis Web 

Penghitungan emisi dari sektor kehutanan memerlukan data aktivitas berupa 
perubahan lahan dan faktor emisi/serapan (selanjutnya disingkat FE dan FS).  
Saat ini data FE untuk berbagai ekoregion di Indonesia masih terbatas padahal 
data FE tingkat lokal sangat diperlukan untuk menjamin tingkat keakuratan 
perhitungan karbon hutan. Untuk itu, sejumlah PSP untuk pengukuran 
biomassa yang tersebar di 10 provinsi telah dibangun.  Hasil pengukuran 
biomassa yang mencakup 5 pool karbon dengan mengikuti Standar Nasional 
Indonesia SNI 7724-2011 merupakan data faktor emisi/serapan. Seluruh 
data yang telah diperoleh terakomodir di dalam suatu aplikasi berbasis web
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Dalam rangka mewujudkan komitmen 
Indonesia dalam menurunkan tingkat 
emisinya, inventarisasi Gas Rumah Kaca 
(GRK) merupakan kegiatan yang mutlak 
dilakukan untuk memperoleh data dan 
informasi mengenai tingkat, status, dan 
kecenderungan perubahan emisi GRK 
secara berkala dari berbagai sumber 
emisi (source) dan penyerapannya 
(sink), termasuk stok karbon (carbon 
stock).  Untuk inventarisasi GRK sektor 
kehutanan, pelaksanaannya mengikuti 
inventarisasi sektor berbasis lahan 
di berbagai ekoregion. Untuk sektor 
berbasis lahan termasuk kehutanan, 
penghitungan emisi dilakukan dengan 
menghitung perbedaan stok karbon 
pada dua waktu tertentu. Perbedaan 

tersebut menunjukkan terjadinya 
pengurangan atau penambahan stok 
karbon. 

Besarnya nilai emisi/serapan diperoleh 
dari hasil kali antara perubahan tutupan 
lahan dengan perubahan nilai FE yang 
diperoleh dari perubahan stok karbon 
(carbon stock change) pada setiap 
penggunaan lahan. Saat ini nilai FE 
untuk berbagai penggunaan lahan di 
Indonesia masih terbatas, padahal data 
FE tingkat lokal sangat diperlukan 
(IPCC, 2006) untuk mendukung 
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan 
Inventarisasi GRK (Peraturan Presiden 
No. 61/2011 dan Peraturan Presiden 
No. 71/2011).
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Dalam rangka pengumpulan data dan 
informasi terkait sumber daya hutan, 
khususnya stok kayu dan penyebarannya, 
Kementerian  Kehutanan te la h 
melakukan kegiatan NFI sejak tahun 
1989 bekerja sama dengan Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) dan World Bank. 
Pengukuran PSP NFI merupakan satu 
bagian dari sistem pemantauan karbon 
hutan nasional yang dikembangkan 
oleh Direktorat Jenderal Planologi 
Kementerian Kehutanan. National 
Forest Monitoring System (NFMS) 
adalah suatu sistem pemantauan karbon 
hutan yang mencakup kegiatan-kegiatan 
inventarisasi hutan, pemantauan hutan, 
pembangunan jaringan data spasial, 
dan pemetaan.  NFMS memberikan 
informasi mengenai lokasi hutan, 
tipe penutupan lahan dan perubahan 
penutupan hutan untuk menduga 
volume, pertumbuhan dan kondisi 
hutan. 
Melalui kegiatan NFI telah dibangun 
± 3.000 plot yang tersebar secara 
sistematik di seluruh wilayah Indonesia. 
Tujuan pembangunan PSP NFI yaitu 
untuk menyediakan informasi lokasi 

hutan, tipe hutan, dan tutupan lahan; 
membangun inventarisasi hutan nasional 
dan sistem pemantauan; dan menduga 
volume tegakan, pertumbuhan dan hasil 
tegakan berdasarkan tipe hutan, spesies, 
dan kelompok jenis pohon. Pengukuran 
pada PSP NFI sudah ada yang lebih dari 
satu kali pengukuran, sehingga sudah 
dapat diketahui dinamikanya.
Seja lan deng an berkembangnya 
isu perubahan iklim, kebutuhan 
data PSP terkait dengan kegiatan 
serapan karbon semakin tinggi. Hal 
itu diindikasikan dengan banyaknya  
permintaan data terhadap PSP untuk 
kegiatan serapan karbon. Plot-plot 
NFI merupakan sumber data yang baik 
untuk pendugaan stok karbon hutan 
dan perubahannya, akan tetapi data 
dari PSP NFI ini belum mencakup 
pengukuran pada lima pool karbon 
yang dipersyaratkan untuk pengukuran 
karbon di hutan. Pemanfaatan data 
PSP NFI untuk pengukuran karbon 
hutan membutuhkan penyempurnaan 
dalam aspek teknis yang mencakup 
pengukuran karbon di empat pool 
karbon lainnya (tumbuhan bawah/
semai, serasah, nekromas, dan tanah).

Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 
Indonesia telah membangun sejumlah 
PSP untuk pengukuran biomassa di 
11 lokasi yang tersebar di 10 provinsi 
meliputi Sumatera Utara, Sumatera 
Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan 
Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Maluku, dan Papua Barat 
(Gambar 1).  Pengukuran biomassa 
dan karbon hutan yang mencakup lima 
pool karbon dengan mengikuti Standar 
Nasional Indonesia untuk pengukuran 
dan perhitungan cadangan karbon 
(SNI 7724-2011) telah dilaksanakan 
di seluruh lokasi tersebut. Dalam 
pembangunan PSP secara partisipatif 

telah melibatkan pemerintah daerah, 
Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), 
unit pelaksana teknis Kementerian 
Kehutanan di daerah, perguruan tinggi, 
dan masyarakat lokal. Partisipatif 
bertujuan untuk peningkatan kapasitas 
pengukuran karbon secara luas dan 
juga memberi bekal untuk pengukuran 
kepada pengelola PSP di daerah yang 
nantinya diharapkan akan melanjutkan 
pengelolaan PSP yang telah dibangun. 
Pemberian keterampilan kepada 
pembangun PSP dilakukan melalui 
pelatihan-pelatihan disertai dengan 
pendampingan dari  pihak yang 
berkompeten. 

National Forest 
Inventory 

(NFI) Sebagai 
Sumber Data 
Faktor Emisi

Pembangunan 
PSP
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hutan untuk menduga volume, pertumbuhan dan kondisi hutan. Kegiatan inventarisasi hutan dalam 
lingkup NFMS bertujuan untuk memperoleh faktor emisi yang di antaranya melalui kegiatan 
pengukuran PSP NFI.   

Melalui kegiatan NFI telah dibangun ± 3.000 plot yang tersebar secara sistematik di seluruh 
wilayah Indonesia. Tujuan pembangunan PSP NFI yaitu untuk menyediakan informasi lokasi hutan, 
tipe hutan, dan tutupan lahan; membangun inventarisasi hutan nasional dan sistem pemantauan; dan 
menduga volume tegakan, pertumbuhan dan hasil tegakan berdasarkan tipe hutan, spesies, dan 
kelompok jenis pohon. Pengukuran pada PSP NFI sudah ada yang lebih dari satu kali pengukuran, 
sehingga sudah dapat diketahui dinamikanya. 

Sejalan dengan berkembangnya isu perubahan iklim, kebutuhan data PSP terkait dengan kegiatan 
serapan karbon semakin tinggi. Hal itu diindikasikan dengan banyaknya  permintaan data terhadap 
PSP untuk kegiatan serapan karbon. Plot-plot NFI merupakan sumber data yang baik untuk pendugaan 
stok karbon hutan dan perubahannya, akan tetapi data dari PSP NFI ini belum mencakup pengukuran 
pada lima pool karbon yang dipersyaratkan untuk pengukuran karbon di hutan. Pemanfaatan data PSP 
NFI untuk pengukuran karbon hutan membutuhkan penyempurnaan dalam aspek teknis yang 
mencakup pengukuran karbon di empat pool karbon lainnya (tumbuhan bawah/semai, serasah, 
nekromas, dan tanah).  
 
 
PEMBANGUNAN PSP PUSPIJAK-FCPF WORLD BANK 

Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan 
FCPF telah membangun sejumlah PSP untuk pengukuran biomassa di 11 lokasi yang tersebar di 10 
provinsi meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa 
Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat.  
Pengukuran biomassa dan karbon hutan yang mencakup lima pool karbon dengan mengikuti Standar 
Nasional Indonesia untuk pengukuran dan perhitungan cadangan karbon (SNI 7724-2011) telah 
dilaksanakan di seluruh lokasi tersebut. Dalam pembangunan PSP Puspijak telah melibatkan 
pemerintah daerah, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan 
di daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Pelibatan banyak pihak bertujuan untuk 
peningkatan kapasitas pengukuran karbon secara luas dan juga memberi bekal untuk pengukuran 
kepada pengelola PSP di daerah yang nantinya diharapkan akan melanjutkan pengelolaan PSP yang 
telah dibangun. Pemberian keterampilan kepada pembangun PSP dilakukan melalui pelatihan-
pelatihan disertai dengan pengawasan dari pihak yang berkompeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan:     dibangun tahun 2012,    dibangun tahun 2013,    dibangun tahun 2014. 

Gambar 1.  Lokasi pembangunan PSP pemantauan karbon di 11 Lokasi. 
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Gambar 1. Lokasi pembangunan PSP pemantauan karbon di 11 Lokasi

Unt u k  m en g i nt e g r a s i k a n  d a n 
menyelaraskan data hasil pengukuran 
biomassa dan karbon hutan di tingkat 
lokal dari seluruh PSP yang telah 
dibangun dalam suatu sistem yang 
berbasis web, maka dikembangkan 
aplikasi basis data pemantauan karbon 
hutan. Selain itu suatu sistem yang 
terkomputerisasi dan berbasis web 
diharapkan akan mempermudah 
kegiatan pemantauan dan pembaruan 
data yang dilakukan secara berkala. 

Pembangunan basis data pemantauan 
karbon hutan yang berbasis web (www.
karbon-puspijak.org) diharapkan dapat 
memenuhi kesenjangan kebutuhan data 
sekaligus untuk memudahkan operator 
dalam mendokumentasikan data 
biomassa dan faktor emisi/serapan dari 
setiap lokasi secara digital. Di dalam 
aplikasi basis data yang telah dibangun 
terdapat 14 tabel yang berisi data PSP. 
Hubungan antar tabel dapat dilihat pada 
Gambar 2.
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APA DAN BAGAIMANA BASIS DATA PEMANTAUAN KARBON HUTAN? 
Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan data hasil pengukuran biomassa dan karbon hutan di 

tingkat lokal dari seluruh PSP yang telah dibangun Puspijak-FCPF ke dalam suatu sistem yang 
terkomputerisasi, maka dikembangkan aplikasi basis data pemantauan karbon hutan. Selain itu suatu 
sistem yang terkomputerisasi dan berbasis web diharapkan akan mempermudah kegiatan pemantauan 
dan pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Pembangunan basis data pemantauan karbon hutan 
yang berbasis web (www.karbon-puspijak.org) diharapkan dapat memenuhi kesenjangan kebutuhan 
data sekaligus untuk memudahkan operator dalam mendokumentasikan data biomassa dan faktor 
emisi/serapan dari setiap lokasi secara digital. Di dalam aplikasi basis data yang telah dibangun 
terdapat 14 tabel yang berisi data PSP. Hubungan antar tabel dapat dilihat pada Gambar 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Struktur diagram relasi basis data 
 

Pada awalnya aplikasi basis data ini dirancang untuk mengakomodir data yang berasal dari PSP 
FCPF, akan tetapi pada perkembangannya aplikasi basis data pemantauan karbon hutan ini juga 
memungkinkan untuk diakses secara luas dan dapat disinergikan dengan data yang berasal dari 
sumber/referensi/kegiatan lain.  Pengaturan kedalaman data yang dapat diakses dimungkinkan dengan 
adanya fitur yang mengatur akses informasi oleh publik yang dibuat dengan mempertimbangkan hak 
bagi para pihak, apakah sebagai moderator, operator, ataupun sebagai pengguna umum. Definisi 
masing-masing para pihak adalah sebagai berikut: 
a. Administrator yaitu pihak yang mengatur lalu lintas aplikasi basis data secara keseluruhan, 

memiliki wewenang untuk memimpin aksesibilitas basis data, menentukan siapa yang berhak 
memberikan data dan siapa yang berhak memperoleh data. 

b. Operator yaitu pihak di lokasi PSP FCPF yang dipilih menjadi pengelola aplikasi basis data dari 
instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola PSP FCPF. 

c. Pengguna umum yaitu pihak umum yang mengakses aplikasi basis data. 
Aplikasi basis data ini terdiri dari dua modul yaitu modul pengelola dan modul publik. Modul 

pengelola hanya dapat diakses oleh moderator dan operator. Modul pengelola dirancang bagi 
moderator untuk mengatur lalu lintas data dan bagi operator untuk meng-input/memperbarui data dari 
PSP.   
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Gambar 2. Struktur diagram relasi basis data
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Pada awalnya aplikasi basis data ini 
dirancang untuk mengakomodir data 
yang berasal dari PSP FCPF, akan tetapi 
pada perkembangannya aplikasi basis 
data pemantauan karbon hutan ini juga 
memungkinkan untuk diakses secara 
luas dan dapat disinergikan dengan 
data yang berasal dari sumber/referensi/
kegiatan lain.  Pengaturan kedalaman 
data yang dapat diakses dimungkinkan 
dengan adanya fitur yang mengatur 
akses informasi oleh publik yang dibuat 
dengan mempertimbangkan hak bagi 
para pihak, apakah sebagai moderator, 
operator, ataupun sebagai pengguna 
umum. Definisi masing-masing para 
pihak adalah sebagai berikut:
1.	 Administrator yaitu pihak yang 

mengatur lalu lintas aplikasi basis 
data secara keseluruhan, memiliki 
wewenang untuk memimpin 

aksesibilitas basis data, menentukan 
siapa yang berhak memberikan data 
dan siapa yang berhak memperoleh 
data.

2.	 Operator yaitu pihak di lokasi 
PSP FCPF yang dipilih menjadi 
pengelola aplikasi basis data dari 
instansi yang bertanggung jawab 
sebagai pengelola PSP FCPF.

3.	 Pengguna umum yaitu pihak umum 
yang mengakses aplikasi basis data.

Aplikasi basis data ini terdiri dari dua 
modul yaitu modul pengelola dan 
modul publik. Modul pengelola hanya 
dapat diakses oleh moderator dan 
operator. Modul pengelola dirancang 
bagi moderator untuk mengatur lalu 
lintas data dan bagi operator untuk 
meng-input/memperbarui data dari 
PSP.
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Gambar 3. Tampilan awal pada modul pengelola dan modul publik. 
 

Modul publik dapat diakses oleh pengguna umum.  Pada modul publik terdapat satu buah modul 
utama untuk pemantauan karbon dan lima modul informasi tambahan  yaitu Profil, Bantuan, Kontak 
Kami, Statistik, dan Tanya Jawab. Pada modul utama pemantauan karbon terdiri dari empat bagian 
yaitu peta yang terintegrasi dengan Google map, legenda peta, pencarian, dan tabel analisis hasil 
pencarian.  Informasi yang dapat diperoleh dari modul publik yaitu potensi simpanan karbon pada lima 
pool karbon pada lokasi-lokasi PSP Puspijak-FCPF. Tabel analisis hasil baru akan muncul apabila 
dilakukan pencarian dengan terlebih dahulu memilih tahun, lokasi, dan tipe hutan. Tampilan tabel 
analisis hasil pencarian disajikan pada Gambar 4.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Tabel analisis hasil pencarian 
 
 
IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Aplikasi basis data pemantauan karbon hutan diharapkan menjadi salah satu sumber data standar 
FE di Indonesia, sebagaimana diamanatkan kepada Puspijak di dalam SK Menteri Kehutanan No. 
335/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca Lingkup Kementerian Kehutanan. Aplikasi basis data tersebut dapat 
dijadikan acuan bagi para pihak dalam melakukan penghitungan emisi/serapan dan inventarisasi GRK 

a. Tampilan awal modul pengelola 
(www.karbon.puspijak.org/login) 

b.  Tampilan awal modul publik 
      (www.karbon.puspijak.org) 

Gambar 3. Tampilan awal pada modul pengelola dan modul publik
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Modul publik dapat diakses oleh 
pengguna umum.  Pada modul publik 
terdapat satu buah modul utama untuk 
pemantauan karbon dan lima modul 
informasi tambahan  yaitu Profil, 
Bantuan, Kontak Kami, Statistik, 
dan Tanya Jawab. Pada modul utama 
pemantauan karbon terdiri dari empat 
bagian yaitu peta yang terintegrasi 
dengan Google map, legenda peta, 
pencarian, dan tabel analisis hasil 

pencarian.  Informasi yang dapat 
diperoleh dari modul publik yaitu 
potensi simpanan karbon pada lima pool 
karbon pada lokasi-lokasi PSP Puspijak-
FCPF. Tabel analisis hasil baru akan 
muncul apabila dilakukan pencarian 
dengan terlebih dahulu memilih tahun, 
lokasi, dan tipe hutan. Tampilan tabel 
analisis hasil pencarian disajikan pada 
Gambar 4.
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Aplikasi basis data pemantauan 
karbon hutan diharapkan menjadi 
salah satu sumber data standar FE di 
Indonesia, sebagaimana diamanatkan 
kepada Puspijak di dalam SK Menteri 
Kehutanan No. 335/Menhut-II/2014 
tentang Penetapan Unit Kerja Pelaksana 
Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca Lingkup 
Kementerian Kehutanan. Aplikasi 
basis data tersebut dapat dijadikan 
acuan bagi para pihak dalam melakukan 
penghitungan emisi/serapan dan 
inventarisasi GRK sektor kehutanan. 
Untuk itu, aplikasi basis data tersebut 
dibuat agar dapat diakses oleh publik 
dengan tujuan untuk mempermudah 
para pihak memperoleh data dan 

informasi tentang stok karbon pada 
berbagai tutupan lahan di Indonesia.
Aplikasi basis data pemantauan karbon 
hutan berpotensi untuk disinergikan 
dengan data NFI yang ada di dalam 
NFMS. Aplikasi basis data pemantauan 
karbon hutan dapat mendukung data 
NFI terkait dengan informasi cadangan 
karbon pada lima pool  karbon. 
Dukungan tersebut terutama pada 
lokasi PSP NFI yang berdekatan dengan 
PSP FCPF-Puspijak. Upaya sinergitas 
basis data pengukuran karbon hutan 
dengan NFMS akan memudahkan 
pengguna/user/konsumen melakukan 
perhitungan emisi dalam mitigasi 
perubahan iklim dengan tingkat akurasi 
yang tinggi (tier 3). 

Implikasi 
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